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ABSTRAK 

 

 

Elda fianis (2019): Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) 

Kelapa Sawit Antara Petani Yang Berhutang dan Yang 

Tidak Berhutang Menurut Ekonomi Islam (studi kasus di 

Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten 

Indragiri Hilir). 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang praktek 

jual beli tandan buah segar  kelapa sawit di Desa Keritang Hulu Kecamatan 

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang mana memberikan potongan harga 

penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berbeda kepada setiap 

petani tanpa adanya kesepakatan diawal antara kedua pihak. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek potongan harga tandan buah segar 

(TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di 

Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning. Bagaimana dampak potongan harga 

tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang 

tidak berhutang terhadap ekonomi petani dan bagaimana tinjauan ekonomi islam 

terhadap praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara 

petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk meneliti masalah ini 

penulis mengambil data di Desa Keritang Hulu. Adapun sumber data yang dipakai 

yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam 

penulisan data ialah deskriftif, deduktif dan induktif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah petani kelapa sawit yang berjumlah 4 orang toke kelapa sawit dan 73 

petani kelapa sawit yang terdiri dari 40 orang petani yang berhutang dan 33 orang 

petani yang tidak berhutang. Semua populasi dijadikan sampel dengan tehnik total 

sampling. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah deskriftif 

kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktek potongan 

harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang, Dalam jual beli 

kelapa sawit semua petani menjual kepada toke, mayoritas petani yang berhutang 

kepada toke adalah sebanyak 90%, dan ada perbedaan harga  antara petani yang 

berhutang dan yang tidak berhutang. Dampak dari potongan harga terhadap 

perekonomian petani ialah terjadinya penurunan pendapatan petani sebesar 

Rp.50.000-Rp.100.000/panen (2 minggu sekali) sehingga menyebabkan petani 

yang berhutang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tinjauan 

Ekonomi Islam terhadap potongan harga bahwa transaksi jual beli kelapa sawit  di 

Desa Keritang  belum sesuai dengan Ekonomi Islam, karena petani merasa 

terzolimi dalam jual beli kelapa sawit sebanyak 93%, dalam prakteknya banyak 

terdapat kecurangan dan paksaan oleh toke terhadap petani yang berhutang.  

 

Kata kunci: Harga, Hutang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian adalah kegiataan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, 

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
1

 Itulah 

sebabnya, Indonesia sering juga disebut sebagai negara agraris. Bentuk-bentuk 

pertanian yang dilakukan oleh penduduk dibidang pertanian meliputi 

berladang, bertegalan, berkebun. 

Berladang merupakan bercocok tanam dibidang pertanian paling tua dan 

paling sederhana. Berladang dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon di 

hutan, setelah lahan dibuka dan kering kemudian di bakar. Lahan yang telah di 

bakar langsung ditanami tanpa pengolahan tanah dan pemupukan karena tanah 

nya sangat subur dan gembur. Setelah lahan ditanami selama dua atau tiga 

tahun, kesuburan lahan mulai berkurang. Hal itu menyebabkan penduduk 

memutuskan untuk berpindah ketempat lain dan membuka lahan baru untuk 

dijadikan ladang dengan cara menebang dan membakar hutan.
2
  

Bertegalan ialah bertani di tanah kering dengan mengandalkan air hujan, 

tetapi pengolahannya sudah menetap. Hasilnya antara lain padi gogo, umbi-

umbian, jagung, dan palawija.
3
 

                                                             
1
 Kurnia Anwar, Kegiatan Ekonomi Masyarakat ( Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 

2007), h.. 142. 
2

 http://www.Blogspot.Com. 12/02/2008_Ayo_Belajar_Geografi_Berladang, Artikel di 

akses pada tanggal  9 April 2019. 
3
 Http//www.Bukupr.com /11/05/2006-Pertanian Dan Perkebunan, Artikel di akses pada 

tanggal 9 April 2019. 

http://www.bukupr.com/2012/05/prihastuti-ekawatiningsih-tokoh.html
http://www.bukupr.com/
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Perkebunan merupakan bagian dari suatu usaha yang di lakukan oleh 

masyarakat untuk menanam berbagai pohon atau atau tanaman jenis 

perkebunan. Terdapat dua macam perkebunan: perkebunan rakyat dan 

perkebunan besar. Jenis tanaman perkebunan ialah karet, kelapa sawit, dan 

kelapa.
4
 Masyarakat hidup di beberapa sektor mata pencaharian ada yang 

berkebun karet, kelapa sawit, kelapa, berdagang dan lainnya. 

Kabupaten Indragiri Hilir ini cukup terkenal dengan mata pencarian kelapa 

sawit. Seperti yang diketahui bahwa sumatera, khususnya Kabupaten Indragiri 

Hilir cukup terkenal dengan kebun  kelapa sawitnya. Kelapa sawit ini 

merupakan mata pencarian utama masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan 

Kemuning. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, 

seperti minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar (biodesel). 

Kelapa sawit sangat menguntungkan bagi  sebuah industri, sehingga Petani 

kebun sawit di Desa Keritang Hulu sangat memanfaatkan kebun yang kosong 

untuk bercocok tanam kelapa sawit. Karena kelapa sawit sangat barmanfaat 

untuk kesenjangan hidup masyarakat  Desa Keritang Hulu Kecamatan 

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Kebanyakkan lahan yang kosong di 

tanami bibit kelapa sawit oleh masyarakat Desa Keritang Hulu. Selain 

menguntungkan bagi sebuah industri kebun kelapa sawit juga menguntungkan 

bagi masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil. 

Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris, terlihat sebagian besar 

rakyat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Terutama 

                                                             
4
 Ibid. 
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terlihat dari masyarakat Desa Keritang yang mayoritas masyarakatnya 

bergantung pada sektor pertanian terutama pada perkebunan kelapa sawit, 

karena kelapa sawit merupakan komoditas utama perekebunan di Desa 

Keritang selain perkebunan kelapa. Lain dari pada itu hubungan sesama 

manusia sangat di butuhkan antara satu sama lainnya, untuk melakukan 

aktivitas dalam menjaga keberlangsungan hidup. 

Pada hakikatnya Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang 

mengatur prilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hal ini 

penting, karna manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan 

manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (hablum minallah 

wahablu minannas). Hubungan sesama manusia ini lebih di kenal dengan 

mu‟amalah. 

Berbicara tentang Mu‟amalah berarti membicarakan hubungan manusia 

dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan aman dan tentram, salah 

satu bentuk mu‟amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam 

adalah masalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar 

benda atau barang secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.
5
 

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai 

sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan 

adanya jual beli akan timbul rasa saling membantu dan rasa saling tolong 

                                                             
5
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56. 
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menolong terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri 

dengan lurus dan mekanisme hidup manusia ini bekerja dengan baik dan 

formatif. 

Dalam hal pertukaran harta merupakan aspek penting dari bermu‟amalah 

untuk memenuhi kehidupan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli 

yang telah terjadi di Desa Keritang tidak ada lagi unsur suka sama suka, hal ini 

sangat bertentangan dengan firman Allah  yang di terjemahkan sebagai 

berikut: 

َتِجَ يَ  َت كُون  َأ نْ َباِلْب اطِلَِإِلََّ ن كُمْ َب  ي ْ َأ مْو ال كُمْ َت أْكُلُوا َآ م نُواَلَ  َالَّذِين  ا َأ ي ُّه  َع نَْا ت  ر اضٍَار ةً
َبِكُمَْر حِيمًا كَ ان  َت  قْتُ لُواَأ نْ فُس كُمَْإِنََّاللَّه   َمِنْكُمَْو لَ 

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah 

kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha 

Kasih Sayang kepada kalian”. (QS. An-Nisa‟:29).
6
 

 

Dalam arti ayat di atas memperoleh harta merupakan sarana kehidupan, 

dan jangan dengan cara yang batil yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, 

tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang 

berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan 

agama.
7
 

Dari beberapa penjelasan serta dalil pendukung di atas sejalan dengan 

penomena yang terjadi dimasyarakat Desa Keritang Hulu. Dari sekian banyak 

masyarakat Desa Keritang Hulu yang menyandarkan kehidupan keluarganya 

pada sektor perkebunan adalah salah satunya pada perkebunan kelapa sawit, 

                                                             
6
 H.A. Syafii Jafri,Muamalah, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h. 45. 

7
 M. Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 2, h. 411. 
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perkebunan kelapa sawit menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi 

kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja dengan mengandalkan 

kelapa sawit tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, 

apalagi jika terjadi musim hujan atau kemarau yang cuacanya kurang 

mendukung, di tambah lagi pada masa sekarang harga TBS sedang tidak stabil 

yang tentu saja ini akan menjadi penghambat tumbuhnya buah kelapa sawit 

dan harga TBS nya menurun. Ini akan menjadi penghalang bagi mereka yang 

bekerja menjadi petani kelapa sawit, inilah salah satu kendala besar bagi 

pekerja petani kelapa sawit yang tidak bisa menetapkan penghasilan 

perminggu atau perbulannya. Jadi untuk menyambung kehidupannya maka 

mereka meminjam uang kepada toke kelapa sawit tersebut dan pembayaran 

pinjamannya diwaktu penjualan sawit  itu tersebut. 

Maka waktu penjualan kelapa sawit nanti terdapat perbedaan potongan 

harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan 

tidak berhutang. Berdasarkan observasi awal penulis melakukan wawancara 

kepada salah seorang petani sawit yang berhutang kepada toke sawit dimana 

toke melakukan potongan 10%.
8

 Dan juga diperkuat dengan wawancara 

kepada salah seorang petani kelapa sawit lain yang berhutang juga di potong 

15-20%.
9
 Jauh lebih tinggi dibandingkan petani kelapa sawit yang tidak punya 

hutang sebesar 8% dari berat kelapa sawit. Padahal kualitas kelapa sawit nya 

sama dan penjualannya juga pada toke yang sama.
10

 Para petani kelapa sawit 

yang berhutang terpaksa menjual sawitnya dengan potongan harga yang lebih 

                                                             
8
 Eko (petani kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 26 November 2018 

9
 Parlan (petani kelap sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu,  28 November 2018. 

10
 Bustami (petani kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 15 Desember 2018. 
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tinggi di bandingkan petani kelapa sawit lainnya, karna apabila kelapa sawit 

itu dijual kepada toke lain maka toke kelapa sawit yang telah meminjamkan 

uang tersebut pasti akan marah.
11

 Dan tidak ada lagi toke yang mau 

meminjamkan uang disaat kebutuhan hidup terdesak.  

Alasan petani menjual kelapa sawitnya kepada toke tersebut ialah:  

1. Dikarenakan banyak nya petani yang memiliki hubungan kekerabatan 

dengan toke seperti sesuku atau asal daerah.  

2. Toke menentukan harga sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan 

oleh pabrik. 

3. Pelayanan dan keramahan toke juga berperan untuk menarik minat petani 

kelapa sawit untuk berlangganan kepadanya. 

4. Adanya ketergantungan antara petani sawit dengan toke. 

Jadi jika di perhatikan tata cara pelaksanaan jual beli kelapa sawit yang 

terjadi dikalangan masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning 

Kabupaten Indragiri Hilir dimana pada umumnya pelaksanaan jual beli berat 

kelapa sawit itu terdapat pebedaan potongan harga antara petani yang 

berhutang dan yang tidak berhutang. Dalam syariah, pemberian pinjaman 

adalah tindakan kedermawanan yang tidak  memberikan imbalan apa pun atas 

uang yang dipinjamkan. Hal ini berarti orang yang mengambil pinjaman 

berkewajiban membayar hanya jumlah pokok dan tuntutan atas tambahan dari 

jumlah pokok akan membuat pinjamannya menjadi riba.
12

 

                                                             
11

 Zainal (penjual kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 17 Desember 2018. 
12

 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finence, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 

241. 
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Dengan adanya praktek potongan harga tandan buah segar (TBS)  kelapa 

sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang disini 

mengimplikasikan (menggambarkan) adanya salah satu pihak yang dirugikan. 

Seharusnya bersandar pada hukum dan prinsip jual beli dalam Islam, adalah 

sebagai berikut: 

1. Prinsip keadilan 

2. Prinsup suka sama suka (saling rela) 

3. Prinsip tidak merugikan salah satu pihak 

4. Prinsip tidak mubazir (boros) 

5. Prinsip kasih sayang 

Jadi jelas bahwa diantara prinsip jual beli dalam Islam adalah prinsip 

keadilan. Yusuf Qadhawi menjelaskan, bahwa salah satu ciri-ciri keadilan 

adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, dan 

tidak boleh ada cengkaraman bagi orang (kaya) yang bermodal kuat terhadap 

orang kecil yang lemah (miskin).
13

 Harga dalam perspektif Islam menurut 

Rahmat Syafi‟i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang di relakan 

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. 

Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang 

berakad.
14

 Harga harus ditentukan secara tepat dan diketahui semua pihak 

pada saat penyelesaian akad.
15

 

                                                             
13

 Yusuf Qardhawi, Daurul Qiyaw Wal-Ahlaq Fil Iqtishadil Islam. Terjemahan Zainal 

Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 189. 
14

 Rahmad syafi‟i, Fiqih muamalah, (bandung : Pustaka setia, 2001), h. 87. 
15

 Muhammad ayub,Op.Cit. 240. 
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Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan 

laku tidaknya suatu barang dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan 

harga maka akan berakibat fatal dalam barang yang ditawarkan nantinya. 

Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan 

keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga 

yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada 

konsumen.
16

 

Berdasarkan realita atau penomena dijumpai masalah yaitu terdapat 

ketidak pastian potongan antara petani, dimana potongan juga tidak diberi tahu 

terlebih dahulu. Untuk membuktikan permasalahan tersebut apakah 

bertentangan dengan prinsip dan peraturan jual beli dalam Islam maka perlu 

mengkaji dan penelitian lebih lanjut secara teliti dan mendalam. 

Dari beberapa peristiwa di atas, maka penulis sangat tertarik untuk 

meneliti lebih lebih jauh tentang, bagaiman pelaksanaan praktek potongan  

jual beli kelapa sawit dalam bentuk potongan harga tandan buah segar (TBS) 

yang berbeda antar petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa 

Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini 

penulis mengangkat dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul: 

“Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 

antara Petani yang Berhutang dan Tidak Berhutang Menurut Ekonomi 

Islam (studi kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning 

Kabupaten Indragiri Hilir)”. 

                                                             
16

 Kurniawan Saifullah, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta : Kencana,2006), Cet. Ke-2, h. 

24. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai 

kepada maksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan potongan harga tandan 

buah segar (TBS) sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak 

berhutang (studi kasus di Desa Keritang Hulu di Kecamatan Kemuning). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Terdapat 

identifikasi permasalahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit 

antara petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Keritang Hulu 

Kecamatan Kemuning? 

2. Bagaimana dampak potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit 

antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang terhadap ekonomi 

petani? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek potongan harga 

tandan buah segar (TBS) sawit antara petani yang berhutang dan tidak 

berhutang? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini di lakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui praktek potongan harga tandan buah segar  (TBS) 

kelapa sawit di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning. 
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b. Untuk mengetahui dampak potongan harga tandan buah segar (TBS) 

kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang 

terhadap ekonomi petani. 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap prektek potongan 

harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani berhutang 

dan tidak berhutang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam 

bentuk penelitian. 

b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

pada Program Strata Satu (SI) Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum 

Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau (UIN SUSKA RIAU). 

c. Sebagai bahan refrensi bagi penulis selanjutnya yang berkaitan erat 

dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Keritang Hulu Kecamatan 

Kemuning. Penulis meneliti di lokasi ini karna masih terdapat realisasi 

praktek potongan harga TBS kelapa sawit antara petani yang berhutang 

dan tidak berhutang kepada petani-petani yang ada di lokasi penelitian. 

Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mendapatkan informasi 

mengenai pratek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit 

antara petani yang berhutang dan tidak berhutang. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani kelapa sawit di 

Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Objek penelitian ini adalah praktek potongan harga tandan buah segar 

(TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang 

di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang atau subyek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.
17

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah toke 4 orang dan petani 

kelapa sawit sebanyak 73 orang, yang terdiri dari yang berhutang 

sebanyak 40 orang dan yang tidak berhutang sebanyak 33 orang. Semua 

populasi dijadikan sempel dengan tehnik total sampling.  

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan data kepada 

pengumpul data yang di peroleh langsung dari responden petani sawit 

dan toke sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning  Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

                                                             
17

 Muhammad ,Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2008), h. 161 
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b. Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data,  misalnya dari orang lain 

atau dokumen.
18

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut:
19

 

a. Observasi yaitu pengamatan terhadap pola prilaku manusia dalam 

situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang 

diinginkan secara langsung, gejala-gejala yang ada di lapangan. 

pengumpulan data dengan pengadaan peninjauan langsung kelokasi di 

Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning yang menjadi objek 

penelitian terutama mengenai praktek potongan harga  tandan buah 

segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak 

berhutang. 

b. Wawancara yaitu merupakan metode pengumpulan data dimana 

pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas untuk mengumpulkan 

data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada 

yang diwawancarai dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan 

secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.  

c. Angket yaitu teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden 

mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan 

lengkap dikembalikan kepada peneliti. 

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 376. 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Methods, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2014), h. 192. 
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d. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental  dari seseorang. 

6. Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunkan metode 

deskriptif, metode yang bersifat deskriktif kualitatif yaitu menganalisis 

data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan katagori-katagori 

atas dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan sehingga 

diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.
20

 

7. Metode Penulisan 

Untuk mengelolah serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut:
21

 

a. Deduktif, yaitu penulis menggunakan data atau penomena yang 

bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan 

yang bersifat khusus. masalah yang diteliti yaitu praktek potongan 

harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang 

berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi Islam di Desa 

Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Induktif, yaitu penulis melakukan penganalisaan data atau penomena 

yang bersifat khusus kemudian di analisis untuk mendapatkan 

                                                             
20

 Nuril Islamiah, perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani  

di kecamatan tapung kabupaten  Kampar  kecamatan Kampar  riau menurut ekonomi islam, skripsi 

Ekonomi islam di fakultas syariah dan hokum (pekanbaru:fakultas syariah dan hukum,2015), h. 

12. 
21

 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV Alfabeta. 2002), h. 135. 
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kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu masalah praktek potongan 

harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang 

berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi Islam di Desa 

Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. 

c. Deskriftif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian 

dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi letak geografis, kondisi demografis, pendidikan 

dan kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, dan adat 

istiadat Desa Keritang Hulu. 

BAB III TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian jual beli, dasar hukum 

dan prisip jual beli, rukun dan syarat jual beli, hikmah jual beli, 

pengertian harga dan konsep penetapan harga dalam Islam. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas praktek potongan harga tandan 

buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan 
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yang tidak berhutang, dampak dari potongan harga, tinjauan 

Ekonomi Islam terhadap praktek potongan harga. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA KERITANG HULU KECAMATAN 

KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.  

 

A. Letak Geografis. 

Desa Keritang Hulu merupakan salah satu desa yang berada diwilayah 

Kabupaten Indragiri Hilir yang secara administratif wilayah Desa Keritang 

Hulu berbatasan dengan: 

1. Sebelah utara  : Berbatasan dengan Desa Sekara 

2. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Sakaian 

3. Sebelah timur  : Berbatasan dengan Batu Ampar 

4. Sebelah barat  : Berbatasan dengan Desa Sungai Akar 

Adapun jarak tempuh Desa Keritang Hulu dengan Kecamatan sebagai 

pusat pemerintahan 20 km, Ibukota Kabupaten 200 km, sedangkan dengan 

Ibukota Provinsi 500 km, untuk lebih jelasnya tentang jarak yang ditempuh 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL II.I 

ORBITRASE/ JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN 

 

No Jarak tempuh Keterangan 

1  Jarak dari Desa ke Kabupaten 200 km 

2  Jarak dari Desa ke Kecamatan 20 km 

3  Jarak dari Desa ke pusat Provinsi 500 km 

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu, 2019 

Desa Keritang Hulu merupakan daerah yang strategis, dan jenis daerahnya 

berada di dataran tinggi yang berdiri dari dataran yang bergelombang dan 

berbukit-bukit yang diselangi tanah datar dan semak belukar, kondisi tersebut 

sangat sesuai untuk perkebunan kelapa sawit, selain itu juga terdapat sarana 
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dan prasarana transportasi yang cukup lancar dan mudah dijangkau terutama 

dengan jalur transportasi darat seperti, travel, kendaraan, bermotor dan lain 

sebagainya, sehingga memudahkan bagi pendatang maupun pedagang untuk 

datang ke Desa Keritang Hulu. 

 

B. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan 

pembangunan daerah. Kondidsi penduduk sangat dibutuhkan dalam 

menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap 

perencanaan pembangunan. Oleh karna itu, pengetahuan tentang 

perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan 

kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan 

menata pemerataan pembangunan. 

Berdasarkan data yang ada di Desa Keritang Hulu, mempunyai jumlah 

kepala keluarga 932 KK dan jumlah penduduk 3.085 jiwa. Keadaannya relatif 

sedang, tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang. Perkembangan penduduk 

di Desa Keritang Hulu dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya 

pertambahan penduduk tidak terlalu cepat. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah 

penduduk Desa Keritang Hulu berdasarkan jenis kelamin dan umur penduduk 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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TABEL II.2 

KLASIFIKASI PENDUDUK DI DESA KERITANG  

HULU MENURUT JENIS KELAMIN 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 1545 

2 Perempuan 1540 

Jumlah 3,085 

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu tahun 2019 

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk di Desa Keritang Hulu 

berdasarkan jenis kelamin Perempuan berjumlah 1540 jiwa, dan jenis kelamin 

Laki-Laki berjumlah 1545 jiwa. 

TABEL II.3 

KLASIFIKASI PENDUDUK DESA MENURUT UMUR 

 

No Tingkat Umur Penduduk Jumlah 

1 0-9 tahun 223 

2 10-19 tahun 1071 

3 20-29 tahun 610 

4 30-39 tahun 515 

5 40-49 tahun 513 

6 50-59 tahun 128 

7 60-69 tahun 67 

8 70 tahun ke atas 54 

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu 2019 

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk menurut usia yaitu 0-9 

tahun berjumlah 223 jiwa, 10-19 tahun berjumlah 1071 jiwa, 20-29 tahun 

berjumlah 610 jiwa, 30-39 tahun berjumlah 515 jiwa,40-49 tahun berjumlah 

513 jiwa, 50-59 tahun berjumlah 128 jiwa, 60-69 tahun berjumlah  67 jiwa, 70 

tahun ke atas berjumlah 54 jiwa. 
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C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia 

yang berkualitas, apalagi dalam kehidupan diera sekarang ini. Tingkat 

pendidikan penduduk juga mencerminkan keberhasilan pembangunan 

suatu bangsa, dan juga merupakan salah satu hal terpenting yang harus 

dimilki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju 

atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan 

semakin majulah daerah tersebut. 

Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi masa bagi 

masa depan bangsa. Pendidikan juga sangat berpengaruh pada 

perkembangan ekonomi dan juga pola berpikir masyarakat. Oleh karena 

itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang 

besar pada perkembangan pendidikan serta ditunjang oleh prasarana yang 

memadai pada umumnya. 

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di 

Desa Keritang Hulu terdapat beberapa data sarana pendidikan, diantaranya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL II.4 

SARANA PENDIDIKAN DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN  

KEMUNING KABUPATEN INHIL 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid 

1 TK 5 200 

2 SD 3 513 

3 MDA 1 30 

4 SMP 2 550 

Sumber data:  Kantor Kepala Desa Keritang Hulu, 2019 



20 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan 

yang ada di Desa Keritang Hulu terdapa 5 unit Taman kanak-kanak, 3 unit 

Sekolah Dasar, 1 unit MDA, 2 Unit SMP. 

Dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Desa Keritang, 

banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin 

melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan 

keterbatasan prasarana yang ada maka anak-anak yang telah lulus sekolah 

lanjut tingkat pertama (SLTP) melanjutkan pendidikannya kedaerah lain. 

2. Kehidupan Beragama 

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab 

kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana 

masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat 

sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan 

undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di 

dalam kehidupan manusia. 

Penduduk Desa Keritang Hulu 95% memeluk agama Islam, tidak 

banyak agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak 

heran jika aktifitas penduduk Desa Keritang Hulu kebanyakan 

mencerminkan budaya Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut: 

TABEL II.5 

AGAMA PENDUDUK DI DESA KERITANG HULU  

KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INHIL 

 

No Agama Jumlah 

1 Islam 2085 

2 Katolik 500 

3 Protestan 500 

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu, 2019 
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Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Keritang Hulu 

menganut agama Islam yang berjumlah 2085 jiwa. Sedangkan sarana 

tempat ibadah masyarakat Desa Keritang Hulu membutuhkan sarana 

peribadatan yaitu Masjid dan Mushalla. Di Desa Keritang Hulu terdapat 5 

unit Masjid dan beberapa Mushalla yang tersebar di berbagai dusun. Hal 

ini dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

TABEL II.6 

SARANA RUMAH IBADAH DI DESA KERITANG HULU  

KECAMATAN KEMUNING  KABUPATEN  

INDRAGIRI HILIR 

 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 5 

2 Mushalla 20 

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu. 

Dari data di atas jelas bahwa di Desa Keritang Hulu masyarakatnya 

beragama Islam. hal ini terbukti dari jumlah penduduk yang beragama 

Islam yaitu sebesar 2085 jiwa dan terdapatnya sejumlah rumah ibadah, 

juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur‟an dan wirid pengajian 

dan kegiatan agama lainnya. 

 

D. Sosial Ekonomi Masyarakat 

Desa Keritang Hulu adalah wilayah perbukitan yang dikenal sebagai 

daerah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika 

daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais 

nafkah disana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. 

Para pendatang dari luar bekerja apapun yang dapat di kerjakan. Sebagian dari 

mereka ada yang menjadi petani, pedagang dan lain sebagainya. 
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Para pendatang yang dimaksud ialah mereka yang berasal dari jawa, batak 

dan minang. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama, namun dari 

keterangan yang akurat sebagian dari mereka datang sejak pekebunan kelapa 

sawit di Desa Keritang Hulu di mulai. 

Hal senada juga terjadi pada penduduk asli di Desa Keritang Hulu, yakni 

mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan 

keahlian mereka masing-masing, penduduk Desa Keritang Hulu mempunyai 

mata pencaharian yang berbeda-beda. 

Namun sebagian besar dari penduduk Desa Keritang Hulu adalah sebagai 

petani kelapa sawit, karena di daerah ini banyak perkebunan kelapa sawit. 

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Keritang Hulu dilihat dari tabel 

sebagai berikut: 

TABEL II.7 

JUMLAH PENDUDUK DESA KERITANG HULU  

MENURUT MATA PENCAHARIAN 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1  Petani 607 

2  Pegawai Negri Sipil 35 

3  Pedagang 174 

4  Tukang 50 

5  Jasa angkutan 26 

Sumber data: kantor kepala Desa Keritang Hulu. 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa mata pencaharian masyarakat di 

Desa Keritang Hulu yang sebagai petani sebanyak 607 orang, sebagai Pegawai 

Negri Sipil sebayak 35 orang, sebagai Pedagang sebanayak 174 orang, sebagai  

Tukang sebanyak 50 orang, dan sebagai Jasa angkutan sebanyak 26 orang.  
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Dalam tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penduduk asli Desa Keritang Hulu merupakan penduduk yang tingkat 

perekonomiannya berada di tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri ada 

juga di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada di bawah garis 

kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan dan 

kalangan taraf ekonominya lebih tinggi. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli dalam istilah fiqih disebut al-bai‟ yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‟ 

dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni 

kata as-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti jual, tetapi 

sekaligus juga beli.
22

 

Adapun jual beli secara bahasa artinya memindah kan hak milik terhadap 

benda dengan akad saling mengganti.
23

 Jual beli adalah tukar menukar satu 

harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 

telah ditetapkan syara‟ dan disepakati. 

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial 

masyarakat adalah masalah menyangkut jual beli, mengenai jual beli itu 

sendiri pengertiannya adalah tukar menukar suatu benda dengan harta yang 

lainnya dengan melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar 

                                                             
22

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta¨Gaya Media Pratama,2007), h. 111. 
23

 Abdul Aiz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam, 

(Jakarta: Amzah), h. 23. 
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saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi 

yang dapat dibenarkan.
24

 

Transaksi jual beli dapat dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan 

(shiighah) baik secara lisan (sighah qauliyah) atau dengan perbuatan 

(sighahfi‟liyah).
25

 

Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat 

bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang 

lainnya haram diperjual belikan.
26

 Apabila jenis barang seperti itu tetap 

diperjual belikan, menurut Ulama Hanfiyah, jual belinya tidak sah. Seperti 

Hadist Rasulullah SAW, yang melaknat orang yang berkaitan dengan khamar. 

رَ وَعَاصِرَىَا وَمُعختَصِرَىَا وَباَئعَِهَا وَمُبختَاعَهَا وَشَاربَِ هَا وَآكِلَ ثََنَِهَا وَحَامِلَ  مخ هَا إن اللَّوَ لَعَنَ الْخَ
مُولَةُ إِلَيخوِ وَسَاقِيَ هَا  وَالخمَحخ

Artinya:  “Sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta 

diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil 

penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta 

penuangnya”. [HR Tirmidzi dan Ibnu Majah].
27

 

 

 

B. Dasar Hukum Dan Prinsip Jual Beli 

1. Dasar Hukum Jual Beli 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari 

agama Islam.
28

 Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan 

                                                             
24

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Alih Bahasa oleh Mohd.Thalib, (Bandung: PT Al-Ma‟ruf, 

1998), jilid 12,Cet. ke-1, h. 47-48. 
25

 Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari,( Terjemahan, Abdul Hayyi Al-Kattani, Dkk. 

(Jakarta: Gema Insane,2006), Cet. ke-1, h. 365. 
26

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1997), ed.1, h. 

69 
27

 Almanhaj.or.id, Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam, Kitab Fiqh Wa Fatawa Al-

Buyu‟, Http//:Almanhaj.Or.Id. Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2019. 
28

 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1990), ed.6, 

h. 42. 
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sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan 

dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di 

dalamnya menjalin hubungan dalam bentuk ibadah dan peraturan antara 

sesama manusia dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. 

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Sunah Rasulullah SAW. Didalam konsep Ekonomi Islam melarang keras 

melakukan tindakan penzaliman. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an menegaskan: 

سِدِينَ  َرخضِمُفخ ثَ وخافِيالْخ يَاءَهُُخوَلََتَ عخ  وَ لََتَ بخخَسُواالنَّاسَأَشخ
Artinya: ”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat 

kerusakan. ”(QS.Asy-syur‟ara: 183).
29

 

Dari dalil di atas sangat jelas sekali bahwa Allah melarang melakukan 

kerugian pada setiap hak-hak manusia serta melakukan penganiyaan 

(kerusakan) kepada orang lain. Oleh karna itu,  di dalam setiap transaksi 

harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka). Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an menegaskan: 

نَكُمخ باِلخبَاطِلِ إِلََّ أَنخ تَكُونَ تَِِارَةً عَنخ تَ رَاضٍ   وَالَكُمخ بَ ي خ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَأخكُلُوا أمَخ
تُ لُوا وَلََ  ۚ  مِنخكُمخ         رَحِيمًا بِكُمخ  كَانَ  اللَّوَ  إِنَّ  ۚ   أنَ خفُسَكُمخ  تَ قخ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil,  kecuali dengan jalan 

perdagangan yang di dasari suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 

adalah maha penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa‟ 29).
30

 

 

                                                             
29

 Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 

2005), h. 47. 
30

 Depag RI. Op cit,h.59. 
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Dari ayat Al-Qur‟an di atas dapat dipahami bahwa jual beli 

merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Allah SWT melarang manusia 

melakukan perdagangan yang didasari kecurangan dan memerintahkan 

agar pedagang bersikap jujur dalam jual beli. 

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperboleh kan dengan 

alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, 

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya 

yang sesuai.
31

 Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong 

menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda 

kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karna apa yang mereka 

lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. 

2. Prinsip-prisip jual beli 

a. Prisip keadilan 

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh 

aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zalim, yaitu sifat 

yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap 

adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya “Ingatnya 

kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (QS.Al-

hadid:18).
32

 

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli 

barang dengan harga  tertentu, tidak boleh ada monopoli,  tidak boleh 

                                                             
31

 Rachmad Syafe‟i.Op.Cit. h. 75. 
32

 Yusup Qardahawi.Op.Cit, h. 182. 
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ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman orang yang 

bermodal kuat terhadap orang yang kecil lemah. 

Secara umum ketentuan Al-Qur‟an yang ada keterkaitannya dengan 

jual beli yang adil, tidak adanya penindasan yang dilarang kebencian 

terhadap sesuatu etnis membuat seseorang tidak adil. Karna prinsip 

jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.  

b. Suka Sama Suka 

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini 

menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar 

pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat 

berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan 

dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam 

bentuk muamalat lainnya. Jual beli itu sah hanya dengan suka sama 

suka (HR.Ibnu majah).
33

 

c. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur. 

1. Benar. Benar adalah ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada 

Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan 

stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya 

tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam 

mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu 

salah salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhoi Allah 

ialah kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi 
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penjual maupun pembeli,  jika keduanya bersikap benar dan mau 

menjelaskan kekurangan barang  yang diperdagangkan maka 

keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika 

keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, 

maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.
34

 

2. Amanah. Maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja 

kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan 

tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. 

Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanat” 

seperti  menjual murabahah Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-

ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa 

melebih-lebihkannya. 

Di dalam hadits Qudsi, Allah berfirman: “Aku adalah yang 

ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari 

keduanya tidak menghianati temannya. Apabila salah satu dari 

keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka.
35

 

3. Jujur. Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku 

jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan 

kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan 

menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang 

tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipat 

gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga 
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pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga 

di atas harga pasaran. 

d. Tidak Mubazir (Boros) 

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya 

untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta 

menafkahkannya di jalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama 

yang memerangi kekikiran dan kebathilan. Islam melarang tindakan 

mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. 

Harta yang mereka gunakan akan di pertanggung jawabkan di hari 

perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi SAW, “Tidak beranjak kaki 

seorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya tigat hal, tentang 

hartanya, darimana diperolehnya,dan  kemana di belanjakan nya? 

Seorang muslim dilarang memperoleh harta dijalan haram, ia juga 

dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia 

juga tidak dibenarkan membelanjakan uangnya di jalan yang halal 

dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya 

menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip 

”Merenggangkan ikat pinggang”, dan mengutamakan kesederhanaan, 

tidak melewati batas kewajaran. 

e. Prinsip Kasih Sayang 

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Saw, dan 

Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata 

”Saya adalah orang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. 
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Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang 

jangan hendaknya perhatian pembelinya dan tujuan usahanya untuk mengeruk 

keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan di bawah naungan 

norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat 

mebantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia 

menentang kezaliman.
36

 

 

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Rukun dan Syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa 

adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, 

karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan 

juga termasuk dari bagian perbuatan tersebut. 

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah 

memenuhi syarat dan rukun jual beli.
37

 Dalam menentukan rukun jual beli, 

terdapat perbedaan para Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual 

beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut 

mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan 

(rida/tara‟dhi) kedua belah pihak untuk  melakukan transaksi jual beli.
38

 

Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat yaitu:
39
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1. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli). 

2. Ada sighat (lafal ijab dan kabul). 

3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan 

nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual 

beli. 

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut.
40

 

1. Syarat orang yang berakal 

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli itu harus memenuhi syarat: 

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil 

yang mumayyiz, menurut Ulama Hanafiyah, pabila akad yang 

dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, 

wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. 

b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak 

dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual 

sekaligus pembeli. 

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul 

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam 

transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad 
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jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang 

sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak 

perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. 

Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan 

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu 

barang yang dibeli oleh seorang pembeli yang telah menjadi pemilik si 

pembeli dan sebaliknya. 

Untuk itu, para Ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan 

qabul adalah sebagai berikut.
41

 

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut  jumhur 

ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan 

perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad 

yang disebutkan diatas. 

b. Qabul sesuai dengan akad 

c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang 

sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa ijab dan 

qabul  bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak 

pembeli sempat untuk berpikir. Namun, Ulama Safi‟iyah dan Hambali 

berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang 

dapat menimbulakan bahwa objek pembicaraan telah berubah. 

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, 

tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari 
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pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, 

tanpa ucapan apapun, misalnya jual beli yang berlangsung di pasar 

swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba‟I al-

mu‟athah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan 

suatu masyarakat disuatu negri. Karena hal itu telah menunjukan unsur 

ridha dari kedua belah pihak. 

3. Syarat barang yang dijual belikan 

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupan nya untuk mengadakan barang itu. 

b. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab 

itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, 

karena dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak 

bermanfaat bagi muslim. 

c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak 

boleh diperjual belikan. 

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

4. Syarat-syarat nilai tukar 

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqih membedakan at-

tsaman dengan as-si‟r. menurut mereka, at-tsaman adalah harga pasar 

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si‟r 

adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima 

oleh konsumen. 
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Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama 

pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek 

seperti ini, seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian 

eceran dan skala besar. 

Syarat-syarat at-tsaman sebagai berikut.
42

 

a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. 

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu 

diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus 

jelas. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, 

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di 

haramkan syara‟. 

 

D. Macam-Macam Jual Beli. 

1. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya.
43

 

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual 

belikan terbagi kepada empat macam. 

a. Bai‟ al-mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang. 

b. Bai‟ al-salam atau salaf, yaitu tukar-menukar hutang dengan barang 

atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan 

pembayaran modal lebih awal. 
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c. Bai‟ al-sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang 

lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas 

dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki 

syarat sebagai berikut:  

1) Saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah 

pihak 

2) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan. 

3) Tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya. 

4) Penyerahan barangnya tidak ditunda. 

d. Bai‟ al-muqayadhah (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta 

selain emas dan perak. Jual beli ini diisyaratkan harus sama dalam 

jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum. 

2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya. 

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi 

kepada tiga macam.
44

 

a. Bai‟ al-musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa tanpa 

menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini 

merupakan hukum asal dalam jual beli. 

b. Bai‟ al-muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di 

pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang 

lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau di 

sebutkan penjual. 
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c. Bai‟ al-amanah, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga 

awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan  bai‟ al-amanah karena 

penjual diberikan karena jujur dalam memberitahukan harga asal 

barang tersebut. misalnya penjual berkata: “saya membeli barang ini 

seharga Rp.100.000 dan sekarang saya akan menjual kepada anda 

seharga Rp.130.000.” jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu 

sebagai berikut.
45

 

1) Bai‟ al-murabahah, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan 

harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, 

penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menetukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnyan 

pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 

1.000.000.- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 

dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. pada 

umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir 

sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah 

menyepakati tentang lama pembiyaan, besar keuntungan yang akan 

ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara 

angsuran. 

2) Bai‟ al-tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga 

asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau 

menguranginya (rugi). 
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3) Bai‟ al-wadhi‟ah, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga 

asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon). 

Ketiga jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam bai‟ al-

murabahah adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam bai‟ al-

tauliyah adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya. Sedangkan 

dalam bai‟ al-wadhi‟ah adanya ketentuan menyebutkan potongan 

harganya. 

3. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti 

Barangnya. 

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar barang 

terbagi kepada empat macam.
46

 

a. Bai‟ munjiz al-tsaman, yaitu jual beli yang dalamnya diisyaratkan 

pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan bai‟ al-

naqd. 

b. Bai‟ muajjal al-tsaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan 

pembayaran secara kredit. 

c. Bai‟ muajjal al-mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai‟ al-

salam. 

d. Bai‟ muajjal al-„iwadhain, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Hal 

ini dilarang oleh syara‟. 

4. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya. 

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, 

yakni sebagai berikut.
47
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a. bai‟ al-mun‟aqid lawannya bai‟ al-bathil, yaitu jual beli yang 

disyariatkan (diperbolehkan oleh syara‟). 

b. Bai‟ al-shahih lawannya bai‟ al-fasid, yaitu jual beli yang terpenuhi 

syarat sahnya. 

c. Bai‟ al-nafidz lawannya bai‟ al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang 

sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut 

juga dengan bai‟ al-jaiz. 

Jumhur ulama tidak membedakan antara bathil dan fasid. Keduanya 

adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual 

beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. 

Akad bathil menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya 

tidak terpenuhi, atau akad yang tidak di syariatkan asalnya dan sifatnya, 

misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang 

dilakukan oleh anak kecil, seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau 

sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara‟ 

seperti khamar (arak) dan babi. 

Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan 

tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang 

berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan 

menghalanginya, misalnya bai‟ al-majhul (jual beli barang yang 

spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, 

melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah 

pada hukum riba.
48
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E. Hikmah Jual Beli 

Allah SWT mensyari‟atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan 

kekuasan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebakan bahwa manusia 

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. 

Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama yang memenuhi kebutuhan 

ekonomi hidupnya secara sendiri, melainkan dia harus berhubungan dengan 

pelaku ekonomi yang lainnya. Dalam hal ini, perputaran harta dengan syari‟at 

Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi 

kebutuhan manusia.
49

 

 

F. Pengertian Harga 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah uang  

yang di tagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang 

ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
50

 

Harga dalam fiqih Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai 

harga suatu barang, yaitu  as-saman dan as-si‟r. As-saman  adalah patokan 

harga suatu barang sedangkan  as-si‟r adalah harga yang berlaku secara aktual 

di dalam pasar. Ulama fiqih membagi as-si‟r  menjadi dua macam. Pertama, 

harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal 

ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan 

mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku 
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secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah 

dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para 

pedagang atau produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan 

pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi 

pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang rill dan daya 

beli masyarkat. Penetapan harga pemerintah ini di sebut dengan  at-tas‟ir al-

jabbari.
51

 

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu 

barang terlalu  mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan 

sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi 

berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan 

mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan 

kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual 

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
52

 

1. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat 

mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh 

mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual 

tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. 

2. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah 

berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut 

masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang  

sesuai kehendaknya. 
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3. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual dan oleh perusahaan, 

maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan 

harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan 

oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan. 

 

G. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam 

1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun 

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang 

kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota 

berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), 

maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas 

pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan berarti turunnya harga. 

Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan 

permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia 

menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan 

barang pada sisi permintaan.
53

 

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah dari hasil hukum permintaan dan 

penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas 

dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang yang 

lain terkena fluktasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang 

langka dan banyak diminta, maka harga nya tinggi. Jika jika suatu barang 

berlimpah maka harganya akan rendah.
54
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2. Penetapan Harga Al-Ghazali 

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti 

yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar, sebuah konsep yang 

kemudian hari dikenal sebagai  at-tsaman al „adil (harga yang adil) 

dikalangan ilmuan muslim  atau equilibrium price  (harga keseimbangan)  

dikalangan ilmuan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori 

permintaan dan penawaran: jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia 

akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat 

diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. 

Al-Ghazali juga memperkenallkan elastisitas permintaan, ia 

mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic, karena 

makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini, ia menyatakan 

bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga 

barang.
55

 

3. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah
56

 

Ibnu Taimiyah mengatakan, “kompensasi yang setara akan diukur dan 

ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al adl). 

Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. 

Ia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam 

majwu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan  equifalen price sebagai 

harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka secara umum 
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diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang 

sama pada waktu dan tempat yang khusus. 

Sementara dalam al- hisbah, ia menjelaskan bahwa equivalen price ini 

sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh 

kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi 

antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang 

meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu 

sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan 

oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. 

Ia mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang 

normal al-wajh al-ma‟ruf” tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, 

kemudian harga itu meningkat karna pengaruh kekurangan persediaan 

barang atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). 

Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada 

harga khusus merupakan paksaan yang salah (ikhrah bi ghari haq), kerena 

bisa merugikan salah satu pihak.
57

 

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan 

ekplitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak 

dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat 

bagi pembeli dan penjualnya secara adil. Yaitu penjual memperoleh 

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkan. Ada dua tipe yang seringkali ditemukan 

dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni 
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kompensasi yang setara/adil („iwad al-mitsl). Dia berkata: “kompensasi 

yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah 

esensi dari keadilan (nafs al-„adl). 

 

H. Hutang Piutang Dalam Islam (Al-Qard) 

1. Pengertian Al-Qard 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang 

dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.
58

 Dalam 

hukum Islam masalah hutang-piutang ini dikenal dengan istilah Al-Qard, yang 

menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena Al-Qard 

merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang 

dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qard).
59

 Menurut Hanafiyah, 

Al-Qard diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang 

memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
60

  

Menurut Syafi'i Antonio, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang 

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharap imbalan.
61

 Menurut Azhar Basyir, hutang piutang adalah 

memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk 

memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali 

pada waktu mendatang.
62
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Menurut Imam Syafi‟i, hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) 

berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu 

yang dihutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu 

pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya 

yang serupa (sama).
63

 

Dengan kata lain, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa 

mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, Al-Qard di kategorikan 

dalam aqad tathawwu‟i atau aqad saling membantu dan bukan transaksi 

komersial.
64

 Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas 

untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa 

mengharapkan imbalan disebut sebagai Al-Qardul Hasan. Sebagaimana hadist 

yang berbunyi: 

 لاضَرَرََ وَلاَ ضرِاَر

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. (HR. 

Hakim dan lainnya dari Abu Sa‟id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari 

Ibnu Abbas). 

Kata “Dharar” menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan 

kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik 

dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain.
65

 

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi 

pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang 

tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah 
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berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu 

yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.
66

 Karnaen 

Purwaatmadja mengatakan bahwa Al- Qardul Hasan adalah suatu pinjaman 

lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata dimana si peminjam tidak 

dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.
67

 

Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman baru kepada 

pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama 

yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu 

tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan 

secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan 

merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang 

telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung 

rugi dalam bisnis.
68

 

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, Al-Qardul Hasan adalah suatu 

pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk 

mengembalikan apa-apa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal 

pinjaman tersebut.
69

 Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan suatu jenis pinjaman produk 

pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang 

pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak 

peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi. Dari penjelasan 
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di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda 

tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Qard (hutang piutang) adalah pemberian pinjaman oleh 

kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima 

pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman 

itu diberikan. 

Kata lain dari Al-Qard adalah „ariyas, yaitu meminjam kepada orang lain 

untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang 

dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.
70

  

Adapun letak perbedaan antara Al-Qard dan „ariyas adalah kalau Qard 

menghutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang 

berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, 

seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau 

barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan „ariyas hanyalah pemberian 

manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai 

tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan seharganya atau 

barangnya lagi.
71

 

Para ulama sepakat bahwa Qard boleh dilakukan atas dasar bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan 

bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu 
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bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan kebutuhan umatnya.  

Adapun Qard diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain: 

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik 

barang/pemberi pinjaman (muqridh). Maka para ulama sudah bersepakat 

bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena 

sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (muqtaridh) maka 

diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat 

dibutuhkan. 

2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun 

hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh), maka menurut Malikiyah tidak 

boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (muqridh) karena 

mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan 

jika antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor 

pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut. Disaat kita terjatuh 

dalam berbagai dilema hidup. 

Terkadang kita harus rela mengambil hutang untuk menutupi dan 

meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara, dan pada saat 

hutang menjadi pilihan. Islam membolehkan hutang piutang tapi ada beberapa 

perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat atau terpaksa. 

2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin. 

3. Memberi pinjaman dengan ikhlas untuk membantu. 

4. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya. 
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5. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar. 

6. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. 

7. Hutang pitang tidak disertai dengan jual beli. 

8. Menghindari praktik ribawi. 

9. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan. 

10. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran. 

11. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. 

12. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang. 

Perihal hutang piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti 

yang sudah disebutkan di atas), hutang merupakan sesuatu yang sensitif dalam 

kehidupan Manusia. Terkadang harus berurusan dengan hutang piutang dalam 

keadaan yang benar-benar sangat terdesak/ darurat atau kurang terdesak. 

Hutang piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang 

tersebut tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang 

berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahaya nya berhutang: 

1. Menyebabkan stress.  

2. Merusak akhlak. 

3. Dihukum layaknya seorang pencuri. 

4. Dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid. 

5. Urusannya masing menggantung. 

6. Tertunda masuk syurga. 

7. Pahala adalah ganti hutangnya. 

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya 

dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan amanat, karena yang 
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memberi hutang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang 

jaminan dari yang berhutang. Dengan demikian hutang piutang bersyarat dapat 

dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan 

adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi hutang piutang. 

2. Dasar Hukum Hutang Piutang 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling 

membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah 

memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan.  

Dalam hutang piutang itu terkandung sifat tolong menolong, berlemah 

lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan 

dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-

Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan hutang piutang, 

misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

تبُُوهُ  ى فَاكخ نَكُمخ كَاتِبٌ  ۚ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نختُمخ بِدَيخنٍ إِلََٰ أَجَلٍ مُسَمِّ تُبخ بَ ي خ وَلخيَكخ
لِ  تُبَ كَمَا عَلَّمَوُ اللَّوُ  ۚ  باِلخعَدخ لِلِ الَّ  ۚ  وَلََ يأَخبَ كَاتِبٌ أَنخ يَكخ تُبخ وَلخيُمخ قُّ وَلخيَتَّقِ فَ لخيَكخ ذِي عَلَيخوِ الْخَ

تَطِيعُ أَنخ  ۚ  اللَّوَ رَبَّوُ وَلََ يَ بخخَسخ مِنخوُ شَيخئًا  قُّ سَفِيهًا أَوخ ضَعِيفًا أَوخ لََ يَسخ فَإِنخ كَانَ الَّذِي عَلَيخوِ الْخَ
لِ  لِلخ وَليُِّوُ باِلخعَدخ هِدُوا شَهِيدَيخنِ مِنخ رِ  ۚ  يُُِلَّ ىُوَ فَ لخيُمخ تَشخ ِ فَ رَجُلٌ  ۚ  جَالِكُمخ وَاسخ فَإِنخ لَخَ يَكُوناَ رَجُلَيْخ

رَىٰ  ُخخ دَاهُُاَ الْخ رَ إِحخ دَاهُُاَ فَ تُذكَِّ هَدَاءِ أَنخ تَضِلَّ إِحخ نَ مِنَ الشُّ رأَتَاَنِ مَِّنخ تَ رخضَوخ وَلََ يأَخبَ  ۚ  وَامخ
هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  تبُُوهُ صَغِيً  ۚ  الشُّ أَمُوا أَنخ تَكخ لِكُمخ أقَخسَطُ عِنخدَ اللَّوِ  ۚ  ا أَوخ كَبِياً إِلََٰ أَجَلِوِ وَلََ تَسخ ذَٰ

نََٰ أَلََّ تَ رختاَبوُا  هَادَةِ وَأدَخ وَمُ للِشَّ نَكُمخ فَ لَيخسَ عَلَيخكُمخ  ۚ  وَأقَ خ إِلََّ أَنخ تَكُونَ تَِِارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونَ هَا بَ ي خ
تبُُوىَا  هِدُوا إِذَ  ۚ  جُنَاحٌ أَلََّ تَكخ تُمخ وَأَشخ عَلُوا فَإِنَّوُ  ۚ  وَلََ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلََ شَهِيدٌ  ۚ  ا تَ بَايَ عخ وَإِنخ تَ فخ

ءٍ عَلِيمٌ  ۚ  وَيُ عَلِّمُكُمُ اللَّوُ  ۚ  وَات َّقُوا اللَّوَ  ۚ  فُسُوقٌ بِكُمخ   وَاللَّوُ بِكُلِّ شَيخ
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, 

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 

Al-baqarah: 282 ).
72

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian hutang kepada orang 

lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu 

benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia 

bisa terlantar. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika hutang 

tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. 

Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangi itu akan 

digunakan untuk sesuatu yang makruh.  
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Orang yang memberi hutang dalam Islam di sunnahkan. Hal ini 

berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak 

menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau 

menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala. 

3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Qard 

Dari pengertian hutang piutang di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang 

piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak 

sebagai subjek, dan suatu barang yang menjadi objek yang selanjutnya dapat 

mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak 

lain. Dengan demikian, hutang piutang dianggap terjadi apabila sudah 

diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya hutang piutang 

adalah bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli: 

a. „aqid yaitu yang berpiutang dan yang berhutang. 

b. Ma‟qud‟alayh yaitu barang yang dihutangkan. 

c. Sihgat yaitu ijab qabul.
73

 

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun hutang piutang 

ada empat, yaitu: 

a. Orang yang memberi hutang. 

b. Orang yang berhutang. 

c. Barang yang dihutangkan. 

d. Ucapan ijab qabul.18
74

 

 

                                                             
73

 Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqih, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 93 
74

 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 

110 



54 

 

 

  M. Ali Hasan bahwa rukun hutang-piutang itu ada tiga, yaitu: 

a. Lafaz (ijab qabul) 

b. Yang berhutang dan perpiutang 

c. Barang yang dihutangkan.
75

  

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Tiap-tiap 

unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat: 

1) Syarat-syarat „Aqaid  

Dalam transaksi hutang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat 

langsung sebagai subjek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fiqih 

subjek hukum itu adalah „aqid atau „aqidayni. Adapun syarat „aqid (subjek 

hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berhutang dan 

orang yang memberi hutang, bahwa syarat „aqid dalam perjanjian hutang 

piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak 

berhutang merupakan pemilik atas hutang yang diterimanya. Oleh karena 

itu perjanjian hutang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak 

membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah baligh dan berakal.  

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (hutang piutang) 

seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan 

orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan 

anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad 

hutang piutang adalah tidak sah hukumnya.
76
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat 

orang yang berakad (subjek hukum) dalam transaksi hutang piutang adalah 

sebagai berikut: 

a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalnya 

secara sempurna. 

b. Cakap (tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan 

hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya. 

c. Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas dari unsur 

paksaan dan tekanan dari orang lain. 

2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (objek hutang piutang)  

Objek hutang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai 

persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya hutang piutang tersebut, 

objeknya harus memenuhi syarat-syarat: 

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau 

jumlahnya. 

b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. 

c. Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki 

sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
77

 

3) Syarat-syarat akad (sighat) 

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian hutang piutang. Akad 

mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan 

sighat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul 

adalah penerimaan dari pihak berhutang. Ijab qabul tidak harus dengan 

lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat 
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bagi orang bisu. Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak 

pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang 

diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah 

perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya 

ditanggung oleh pihak pertama.
78

 

Di samping adanya syarat rukun sahnya hutang piutang tersebut di atas, 

juga terdapat ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah 

hutang piutang, yaitu sebagai berikut: 

a. Diwajibkan bagi orang yang berhutang mengembalikan atau membayar 

kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang 

serupa atau dengan seharganya. 

b. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo bila yang berhutang 

belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan 

sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu 

membayar hutangnya. 

c. Cara membayar hutang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan 

dalam perjanjian. 

d. Berakhirnya hutang Piutang. Berakhirnya hutang piutang ini 

disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak 

yang berutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. 

Disyari'atkannya secara tertulis dalam hutang piutang itu, diperlukan juga 

dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian 

hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang 
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telah disepakati bersama. Saksi dalam hutang piutang itu hendaknya terdiri atas 

dua orang pria baligh, muslim dan bukan budak belian. Sekiranya tidak 

didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan 

diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.
79

 

Apabila di dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak ditemui penulis 

atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti 

adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak 

memakai saksi, tulisan atau barang jaminan. Sebagaimana firman Allah SWT. 

Yang berbunyi: 

بُوضَةٌ  دُوا كَاتبًِا فَرىَِانٌ مَقخ تُُِنَ أمََانَ تَوُ  ۚ  وَإِنخ كُنختُمخ عَلَىٰ سَفَرٍ ولَخَ تَِِ ضًا فَ لخيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤخ فإَِنخ أمَِنَ بَ عخضُكُمخ بَ عخ

هَادَةَ وَلََ  ۚ  وَلخيَتَّقِ اللَّوَ رَبَّوُ  تُمُوا الشَّ هَا فإَِنَّوُ آثٌِِ قَ لخبُوُ  ۚ  تَكخ تُمخ مَلُونَ عَلِيمٌ  ۚ  وَمَنخ يَكخ وَاللَّوُ بِاَ تَ عخ  

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)   

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”( Q.S. Al-Baqoroh (2) : 283).
80

 

 

Mengenai pembayaran hutang piutang ada beberapa hal yang perlu diketahui, 

yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang-piutang, siapa 

yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu 

yang dibayarkan. 

1. Hak tagihan hutang piutang. Pada dasarnya yang berhak menagih hutang adalah 

pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang 
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lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika 

ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.
81

 

2. Yang wajib membayar hutang piutang. Dalam hutang piutang terkait dengan 

adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang 

berkewajiban membayar hutang piutang tersebut sesuai dengan janjinya 

apabila jangka waktunya telah habis. 

3. Waktu pembayaran hutang piutang. Waktu pembayaran hutang tergantung pada 

isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan 

ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berhutang dapat ditagih 

sewaktu-waktu untuk membayar hutang tersebut. Jika tenggang waktu 

pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran hutang 

itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak yang memberi hutang pun 

baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.  

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar hutangnya pada 

waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran 

sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat 

pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang 

membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha 

haram hukumnya. 

4. Tempat pembayaran hutang piutang. Pada dasarnya pembayaran hutang piutang 

dilakukan di tempat terjadinya hutang. Apabila hutangnya bukan merupakan 

sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka 

boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu 

                                                             
81

 Ahmad Azhar Basyir, Op, Cit h. 40 

 



59 

 

 

dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang 

dihutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berhutang 

menawarkan pembayaran hutangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang 

berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya 

pemindahan atau membawa ketempat lain.
82

 

Ulama fiqih sepakat bahwa hutang piutang harus dibayar di tempat 

terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di 

tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau 

memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat 

halangan apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu 

menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian hutang piutang diadakan syarat 

bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang 

syarat itu batal, sebab merupakan hutang piutang yang menarik manfaat bagi 

pihak berpiutang.
83

 

5. Biaya pembayaran hutang piutang. Biaya-biaya yang diperlukan untuk 

pembayaran hutang piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini 

logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari 

pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani 

resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar hutang. 

6. Sesuatu yang dibayarkan dalam hutang piutang. Pembayaran hutang itu 

seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan 

hutang piutang. Jika hutang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus 
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berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut 

mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas 

meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran hutang dengan barang 

yang tidak sejenis dengan apa yang dihutangkan tidak diperbolehkan dengan 

syarat maupun tanpa syarat, misalnya hutang piutang emas dibayar dengan 

perak dan sebagainya. 

7. Pembebasan hutang piutang. Suatu perjanjian hutang piutang dipandang 

berakhir,  jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu 

pembebasan hutang, pihak yang membebaskan hutang harus memenuhi syarat-

syarat, yaitu: baligh, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka 

rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan hutang 

tidak sah. 

 

I. Hutang Piutang Bersyarat 

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. 

Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang 

sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di 

dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah 

bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang 

satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan 

memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai 

kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang 

kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan. 
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Dalam perjanjian hutang piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat 

tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka 

perjanjian hutang piutang itu tidak sah. Dalam hutang piutang bersyarat itu 

dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang memberikan hutang, 

maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian hutang piutang 

bersyarat itu menjadi rusak. 

2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berhutang, seperti 

disyaratkan bagi pihak berhutang untuk mengembalikan hutangnya dengan 

sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang 

demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad hutang piutang tetap sah. 

3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak 

berhutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran 

hutangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut 

hukum Islam.
84

 

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya dengan 

jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan amanat, karena yang memberi 

hutang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari 

yang berhutang.
85

 Dengan demikian hutang piutang bersyarat dapat dibenarkan 

dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang 
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jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi hutang piutang. Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

                              

                                

                   

Artinya: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”( Q.S. Al-baqarah: 

283).
86

 

 

Pengikut Mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan 

mensyaratkan dalam akad hutang piutang yang bersifat menarik keuntungan 

(manfaat) bagi orang yang memberi hutang. Apabila orang yang berpiutang itu 

mensyaratkan kepada orang yang berhutang bahwa ia (orang yang berhutang) 

dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus 

memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.
87

 

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara 

hutang piutang dengan tangguhan, dengan hutang pakai bunga yang relatif ringan 

(ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka harus memilih jenis 

hutang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.
88

 

Dalam hutang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian: 
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1. Tidak mencari keuntungan semata 

2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan 

sebagainya.  

Islam mengajarkan agar pemberian hutang piutang tidak dikaitkan dengan 

syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. 

Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia 

diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu 

memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut 

dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
89
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84 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang praktek potongan harga tandan buah segar 

(TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di 

Desa Keritang Hulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek potongan harga tandan buah segar (TBS)  kelapa sawit antara 

petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. Dalam jual beli kelapa 

sawit semua petani menjual kepada toke, mayoritas petani yang berhutang 

kepada toke adalah sebanyak 90%, dan ada perbedaan harga  antara petani 

yang berhutang dan yang tidak berhutang, kemudian selisih harga yang 

terbanyak ialah pada < Rp.100.000. Dalam jual beli kelapa sawit petani 

yang berhutang tidak boleh menjual kelapa sawit kepada toke lain yaitu 

sebanyak 92%.  

2. Dampak dari potongan harga terhadap ekonomi petani yaitu terjadinya 

penurunan pendapatan petani sebesar Rp.50.000-Rp.100.000/panen (2 

minggu sekali) sehingga menyebabkan petani yang berhutang kurang 

mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, petani 

juga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, 

menabung, memenuhi kebutuhan memelihara kesehatan untuk berobat dan 

kebutuhan lainnya.  

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap potongan harga, bahwa transaksi jual 

beli kelapa sawit  di Desa Keritang  belum sesuai dengan Ekonomi Islam, 
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karena petani merasa terdzalimi dalam jual beli kelapa sawit sebanyak 

93%, dalam prakteknya banyak terdapat kecurangan dan paksaan oleh toke 

terhadap petani yang berhutang, Rasulullah mengajarkan agar para 

pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakal, 

qana‟ah, sabar dan tabah.  

 

B. Saran 

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Keritang Hulu Kecamatan 

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tentang pelaksaan jual beli kelapa sawit 

penulis menyarankan: 

1. Kepada masyarakat petani kelapa sawit: Berusaha agar hidup lebih hemat 

dan tidak memaksakan untuk kebutuhan supaya tidak berhutang. Yang jika 

dilakukan juga akan membawa konsekuensi kerugian pada petani. 

Diharapkan dengan penelitian ini, hendaknya memberikan informasi 

kepada petani kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang praktek 

jual beli dalam ekonomi Islam yang sebenarnya dan bisa mengatur 

kebutuhan agar tidak berhutang sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang 

sehat. 

2. Kepada toke kelapa sawit:  Sebaiknya toke haruslah menggunakan hati 

nurani dalam memberikan pinjaman kepada petani, karena potongan harga 

dalam pembelian kelapa sawit petani karena adanya tekanan perjanjian 

hutang dapat menimbulkan kerugian pada petani dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi 

informasi dan pedoman agar tidak melakukan praktek potongan harga 
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tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan 

yang tidak berhutang yang dapat merugikan petani. 

3. Dan kepada peneliti selanjutnya: Untuk penelitian ini diharapkan dapat 

dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang 

berbeda sehingga dapat memperkaya hasanah kajian manajemen sumber 

daya manusia. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang 

terjadi. Dan kepada Allah jualah kita kembalikan persoalan ini, karena dialah 

yang lebih mengetahui segalanya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Wawancara Pedagang (Toke). 

 

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai pedagang (toke) kelapa sawit? 

2. Mengapa bapak memilih menjadi toke kelapa sawit? 

3. Apakah bapak dalam membeli kelapa sawit ada pemotongan harga tbs? 

4. Kenapa bapak dalam membeli kelapa sawit melakukan praktek pemotongan 

harga tbs? 

5. Bagaimana sistem penetapan harga kelapa sawit kepada petani? 

6. Bagaimana tanggapan bapak jika petani yang berhutang menjual hasil kelapa 

sawit kepada toke lain? 

7. Apakah ada perbedaan potongan harga tandan buah segar kelapa sawit antara 

petani yang berhutang dan yang tidak berhutang? 

 

  



 

 

DAFTAR ANGKET 

 

PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR  (TBS) 

KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN  

YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI  

ISLAM DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN  

KEMUNING KABUPATEN INDRAGIR HILIR. 

 

A. Petunjuk Pengisian 

a. Angket ini digunakan untuk penelitian karya ilmiah. 

b. Angket, yaitu mendapatkan data dengan cara menyebar sejumlah daftar 

pertanyaan kepada pedagang. 

c. Pilihlah salah satu jawaban ini sesuai dengan pendapatr bapak/ibu dengan 

menggunakan tanda silang (X). 

d. Jawaban bapak/ibu ini tidak mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu. 

B. Identitas Responden 

a. Nama  : 

b. Umur  : 

c. Pekerjaan :  

 

1. Kemana bapak/ibu menjual kelapa sawit? 

a. Langsung ke pabrik ( PT) 

b. Kepada toke 

c. Kepada pengepul 

(Petani yang tidak berhutang) 

2. Apakah bapak/ibu pernah meminjam uang kepada toke kelapa sawit? 

a. Pernah 



 

 

b. Tidak pernah 

(Petani yang tidak berhutang) 

3. Apakah ada perbedaan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak 

berhutang? 

a. Ada 

b. Tidak ada 

c. Tidak tahu 

(Petani yang tidak berhutang) 

4. Berapa selisih harga antara petani yang berhutang dengan yang tidak 

berhutang?   

a. > Rp. 200.000 

b. > Rp. 100.000 

c. < Rp.100.000 

d. < Rp. 50.000 

5. Apakah boleh petani yang berhutang menjual kelapa sawit kepada toke lain? 

a. Boleh 

b. Tidak boleh 

a. Kadang-kadang 

6. Bagaimana cara pembayaran petani yang berhutang? 

a. Melunasi langsung 

b. Cicilan 

 

 



 

 

(Petani yang tidak berhutang) 

7. Apakah harga kelapa sawit yang sudah bapak jual ke toke sesuai dengan harga 

di pasaran? 

a. Sesuai 

b. Tidak sesuai 

c. Kadang-kadai sesuai 

8. Berapa penurunan pendapatan bapak karena pemotongan harga kelapa sawit? 

a. Rp.50.000- Rp.100.000 

b. Rp.100.000-Rp.150.000 

c. Rp.150.000-Rp.200.000 

d. > Rp.200.000 

9. Apakah dengan sistem pemotongan harga ini bapak tetap mampu memenuhi 

kebutuhan keluarga sehari-hari ? 

a. mampu 

b. Tidak mampu 

c. Kurang mampu 

10. Apakah dengan pemotongan harga ini bapak mampu memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak? 

a. Mampu 

b. Tidak mampu 

c. Kurang mampu 

11. Apakah dengan pemotongan harga ini bapak tetap bisa menabung? 

a. Bisa 



 

 

b. Tidak bisa 

12. Apakah dengan pemotongan harga ini bapak tetap mampu memenuhi 

keperluan kesehatan? 

a. mampu 

b. Tidak mampu 

c. Kurang mampu 

13. Apakah bapak merasa terzolimi atas praktek pemotongan harga yang 

dilakukan oleh toke? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Biasa saja 

14. Apakah bapak akan tetap menjual kelapa sawit kepada toke meskipun sudah 

dizolimi? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

  



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati 

petani kelap sawit dan toke dalam praktek potongan harga tandan buah segar 

(TBS)  kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang 

menurut ekonomi Islam (studi kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning 

Kabupaten Indragiri Hilir) 

N

o 
Item Observasi Aspek yang diamati 

1 Lokasi dan kebun kelapa 

sawit 

a. Lokasi penelitian di Desa Keritang Hulu 

dan lokasi  perkebunan kelapa sawit di Desa 

Keritang Hulu berada di daerah dataran 

tinggi 

2 Petani yang 

mendapatkan potongan 

harga 

a. Petani yang berhutang dan yang tidak 

berhutang mendapatkan potongan harga 

yang berbeda 

3 Tempat petani menjual 

kelapa sawit 

a. Petani kelapa sawit menjual hasil panen 

kepada toke 

4 Alasan petani menjual 

kepada toke 

a. Banyak petani yang memiliki hubungan 

kekerabatan dengan toke 

b. Harga sesuai dengan harga pasar yang telah 

ditentukan  

5 Praktek potongan harga 

tandan buah segar (TBS) 

kelapa sawit antara petani 

yang berhutang dan yang 

tidak berhutang 

a. Ada perbedaan harga antara petani yang 

berhutang dan yang tidak berhutang, dan 

ada selisih harga yang di berikan toke 

kepada petani yang berhutang 

6 Dampak potongan harga a. Terjadinya penurunan pendapatan petani 

7 Tinjauan ekonomi Islam a. Transaksi jual beli kelapa sawit di Desa 

Keritang belum sesuai dengan ekonomi 

Islam karena adanya petani yang terdzalimi 

 

  



 

 

DOKUMENTASI 
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